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Lampiran : --
Perihal  : Penunjukan Hakim-Hakim Kepada Yth.
Anggota di Pengadilan Kepala Pengadilan
Negeri
MNegeri dalam mengadili di Selurub Indonesia

perkara Subversi

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1963

Dalam Pasal 9 ayat (3) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11
tahun 1963 ditetapkan, bahwa susunan sidang Pengadilan dalam linglkungan
peradilan umuin - jadi Pengadilan-Pengadilan Negeri - untuk memeriksa
perkara pidana subversi terdiri dari :

a. seorang Ketua,

b. dua orang Hakim Anggota,

¢. seorang Penuntut Umum, dan
d. seorang Panitera,

Kini timbul pertanyaan-pertanyaan dari beberapa Pengadilan Megeri
tentang cara penwjukkan/pengangkatan kedua orang Hakim Anggota tersebut,
maka sebagai jawaban dari pertanyaen-pertanyaan terebut dengan ini
diberitahukan, bahwa kedua orang Hakim Anggota fersebut dapat ditunjuk
oleh Kepala Pengadilan Megeri setempat dari antara para Hakim yang
diperkejakan di Pengadilan Negeri yang berada dalam pimpinan Kepala
tersebut.

Adapun mengenal Pengadilan-Pengadilan Megeri, dimana hanya ada
seorang atau dua orang Hakim sajs, maka Ketna Mahkamah Agung akan
mengusuikan kepada Yang Mulia Menteri Kehakiman uwntuk nengankat
sebagal jabatan rangkap beberapa orang Hakim., - yakni sebanyak yang
diperlukan - dari tempat-tempat yang letaknya sekitar Pengadilan-Pengadilan
Megeri yang memerlukan para Hakim Anggota.
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MAHKAMAH AGUNG,
Ketus,

tted,

{(Mr. X WIRJONG PRODJODIKORO)
Atas Perintah Majelis :
Panitera,
tdl,

(L Tamara)
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